
a. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas 
Inspektorat agar lebih independen dan objektif, perlu 
dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, 
fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang; 

b. bahwa be berapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas, Fungsi, dan Tata Kerja 
Inspektorat. Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten 
Pemalang 'l'ahun 2021 Nomor 61) sudah tidak sesuai dengan 
perkernbangan sehingga perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa be dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi. dan Tata Kerja lnspektorat Kabupaten 
Pemalang; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentu. .an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi ,Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 19~i0 Nornor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia l omor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

5. Peraturar.. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangka·: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah 
dengan P,~raturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 20 l6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pern binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional 
Auditor clan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah 
dengan Pe.raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 
Tahun ~~·:112 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
Per/220/M.Pan/7 /2008 Tentang Jabatan Fungsional 
Auditor clan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi 
dan Kabrpaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1605); 

9. Peraturs n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformas; Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 184); 

10. Peraturar. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270); 

I 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 
2016 tem.ang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupate n Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pernalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kab paten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupate n Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Peru baha.n Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pernalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14); 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten :=>emalang. 
2. Pemerintah Daerah adalan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 
3. Bupati adalah Bupati Pernalang. 
4. Sekretaris Dae rah adalah :~,ekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. 
5. Perangkat Daerah adalah urisur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Inspektorat yang selanjut.nya disebut Inspektorat adalah Inspektorat 
Kabupaten Pemalang. 

7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pemalang. 
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memeriuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

10. Aparat Pengawas Internal :=>emerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
Inspektorat Jenderal Kernenterian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 

11. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi 
yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan 
metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang 
diperlukan. 

12. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses 
kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, 
seperti konsultansi ( consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap 
penyelenggaraan tugas clan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang mernada: ( assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan 
sesuai dengan tolok uk JJ" yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 
untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 
kelola/kepemerintahan yang baik (good governance). 

13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 
dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar 
audit, untuk menilai keberiaran keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi Instansi Pernerintah. 

14. Reviu adalah penelaah.an ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan standar, rencar.a, atau norma yang ditetapkan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

SUSUNAN 
KERJA 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA 
INSPEKTORA.~ KABUPATEN PEMALANG. 

Menetapkan 

MltMUTUSKAN: 
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(1) Inspektorat merupakan urrsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) lnspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur. 
(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan 

tugasnya bert nggung jaws.b kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
KEDUDUI<:AN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan basil atau prestasi 
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan 
dan menentukan Iaktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalarn mencapai tujuan. 

16. Pemantauan/Monitoring acalah proses penilaian kemajuan suatu program 
atau kegiatan dalam mencapai tujuan. 

1 7. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan 
pemantauan oleh instanai pengawasan dalam rangka melaksanakan 
konsultansi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang 
sistematis (a systematic disciplined approach) untuk meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat 
memberikan nilai tam bah dan meningkatkan pencapaian tujuan 
pemerintahan dan pernbansrunan. 

18. Urusan Pemerintahan r dalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah 
otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada 
daerah kabupaten/kota u n..uk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangar Daerah Provinsi. 

20. Kelompok Jabatan Fungsicnal adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas clan fungsi Perangkat Daerah. 

21. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi 
pemerintah, lembaga dan / a tau pihak lain yang di dalamnya terdapat 
kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

22. Jabatan Fungsional Perigawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah yang selanjutnya clisebut Jabatan Fungsional PPUPD adalah jabatan 
fungsional yang mernpunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan konkuren. 

23. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Institusi 
Kejaksaan Republik Indonesia dan Institusi Kepolisian Republik Indonesia. 
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(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rnembina dan 
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

(2) Selain mempu yai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lnspektorat 
juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
lnspektorat 

BAB III 
'f UGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisasi Inspek-orat, terdiri atas: 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1) Subbagian Program, Keuangan dan Umum; dan 
2) Subbagian Evaluasi lan Pelaporan. 

c. Inspektorat Pembantu l; 
d. Inspektorat Pembantu JI; 
e. Inspektorat Pembantu JII; 
f. Inspektorat Pembantu Khusus; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana d.rnaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. 

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 
2, dipimpin ole Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(4) Inspektorat Pembantu [ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dipimpin oleh Inspektur Pernbantu yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Inspektur. 

(5) Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
dipimpin oleh Inspektur Pernbantu yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Inspektur. 

(6) Inspektorat Pembantu III .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
dipimpin oleh Inspektur Pernbantu yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Inspektur. 

(7) Inspektorat Pei bantu Khu sus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Inspektur. 

(8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator a.tau Pejabat 
Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan 
Fungsional. 

(9) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
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Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian perurnus.an rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang 
undangan dan pengadminisrrasian kerja sama; 

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 
penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi 
pencapaian kinerja; 

Pasal 8 

Sekretariat mempu yai tugas ielaksanakan pembinaan teknis dan administratif 
ke dalam semua un sur di lingkungan Inspektorat. 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Inspektur mempunyai tugas mernimpin pelaksanaan tugas dan fungsi 
Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
lnspektur 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Inspektorat menyelenggarakz.n fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pernantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

bupati dan/ a tau guberr.i.r se bagai wakil pemerintah pusat; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi .encegahan tindak pidana korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 
h. pelaksanaan fungsi lair yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
(2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian 

keuangan nega a/Daerah, .nspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati 
dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 

(3) Dalam hal pelaksanaan Iungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/at:au kerugian 
keuangan negara/ Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat. 

Pasal 5 
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Dalam melaksanakan tu gas se b.agaimana dimaksud dalam Pasal 11, lnspektorat 
Pembantu I menyelenggarakan r.ingsi: 
a. penyiapan penyusunan ke bijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah; 
b. perencanaan program pem binaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat laerah; 
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah; 
d. pengawasan keuangan dan rinerja perangkat daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang 

meliputi bidang tugas perangkat daerah; 

Pasal 12 

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan 
penyelenggaraan urusan peme intahan daerah bidang pendidikan, kesehatan, 
ketentraman dan etertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, 
pemberdayaan perernpuan dan pe:rlindungan anak, pertanahan, administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, 
kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri, serta kecamatan. 

Pasal 11 

Bagian Keempat 
Inspektorat Pembantu I 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 10 

Paragraf 2 
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

Subbagian Program, Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perurnusan ke bijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidans; program, keuangan dan umum. 

Pasal 9 

Paragraf 1 
Subbagian Program, Keuangan dan Umum 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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I 

dan 
dan 
dan 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
terhadap pengelolaan keuangan, kinerja 
pernerintahan daerah bidang komunikasi 

Inspektorat Pembantu III 
pengawasan fungsional 
penyelenggaraan urusan 

Pasal 15 

Bagian Keenam 
lnspektorat Pembantu III 

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektorat 
Pembantu II menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah; 
b. perencanaan program pernoinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat daerah; 
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daera i; 
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang 

meliputi bidang tugas perangkat daerah; 
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan 

urusan pernerintahan daerah: 
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah lainnya dan/ atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH); 
h. pemantauan dan pemutakh.ran tindak lanjut hasil pengawasan; 
1. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai clengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 14 

Inspektorat Pembantu II rnempunyai tugas rnelaksanakan pembinaan dan 
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan 
penyelenggaraan urusan pernerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang, perumahar rakyat dan kawasan permukiman, pangan, 
lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, 
penanaman modal, perizinan, perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan 
sumber daya mineral, perdagangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
dan perindustrian, serta kecams.tan. 

Pasal 13 

Bagian Kelima 
Inspektorat Pembantu II 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah ; 

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah lainnya dan/ ata.t dengan Aparat Penegak Hukum (APH); 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 
1. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, Inspektorat 
Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan pelaksanaan program 

reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
b. perencanaan program pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi 

dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
c. pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan 

koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
d. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah lainnya dan/ a tau dengan Aparat Penegak Hukum (APH); 
e. pemantauan dan pemutakr.iran tindak lanjut basil pengawasan; 
f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; 
g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

Pasal 18 

Inspektorat Pembantu Khusus. mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
pelaksanaan program reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak 
pidana korupsi. 

Pasal 17 

Bagian Ketujuh 
Inspe. .torat Pembantu Khusus 

Dalam melaksanakan tugas seb.agairnana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektorat 
Pembantu III menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan penyusunan ke bijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah; 
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat laerah; 
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan aerah; 
d. pengawasan keuangan dan .inerja perangkat daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang 

meliputi bidang tugas perangkat daerah; 
f. penyiapan perumusan ke bij akan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah; 
g. kerja. sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah lainnya dan / atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH); 
h. pemantauan dan pernutakhiran tindak lanjut basil pengawasan; 
1. penyusunan laporan hasil pcngawasan; dan 
J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 16 

informatika, statisti , persandian, perpustakaan, kearsipan, keuangan dan aset, 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, layanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta 
kecamatan. 
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{ 

Inspektur wajib menyarnpaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah yang 
menjadi kewenangan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai 
kebutuhan. 

Pasal 22 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan 
daerah yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan antar Perangkat 
Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi masing-rne.sing. 

(2) Sinkronisasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. sinkronisasi data; 
b. sinkronisasi sasaran dan program; dan 
c. sinkronisasi waktu dan ternpat kegiatan. 

Pasal 21 

BAB IV 
TATA KERJA 

Uraian tugas jabatan pada ~1: spektorat tercantum dalam Lampiran II, yang 
merupakan bagian tidak terpis ahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 

Bagian Kesembilan 
U aian Togas 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional dalam jenjang ja.batan fungsional yang terbagi dalam beberapa 
kelompok jabatan fungsior.al sesuai dengan bidang keahliannya untuk 
membantu tugas Inspektur dalarn melaksanakan sebagian tugas Inspektorat 
berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Togas, klasifikasi, kategori, jenjang, pembinaan dan pengembangan 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan peraturan perunclang--undangan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan 
peraturan perundang- ndangan. 

Pasal 19 

Bagian Kedelapan 
Kelompok ,Jabatan Fungsional 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, 
pelaksanaan tugas dan Iungsi serta tata kerja Inspektorat wajib mendasarkan 
dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 26 

BAB VII 
K:E:TENTUAN PENUTUP 

Inspektorat yang dibentuk sel.elum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Pegawai ASN 
berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Pasal25 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Proses pengisian jabatan Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu melalui 
supervisi Menteri Dalam Ncgeri. 

(2) Pengisian jabatan Inspektur didahului dengan pembentukan Panitia Seleksi 
yang ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam 
Negeri. 

(3) Dalam pelaksanaan supervtsi clan konsultasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), Menteri Dalam Negeri melibatkan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Aparatur Negara dan 
Komisi Aparatur Sipil Negara. 

(4) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian/ atau mutasi Inspektur 
dan/ atau Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis 
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Pasal 24 

BABV 
PE:NGISIAN JABATAN 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat: 
a. harus menerapkan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan 

masing-masing untuk rnewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas 
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 
kinerja yang terintegrasi; 

b. bertanggung jawab memirnpin dan mengoordinasikan bawahan masing 
masing dan mernberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

c. mengawasi pelaksanaan ·:,..: gas bawahannya masing-masing dan apabila 
terjadi penyimpangan wajio mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada 
atasan masing-masing dan menyarnpaikan laporan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 
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EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. l 9b80908 199803 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA Ji,BUPA~ PEMALANG, 

--'---v~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 3 

MOH. SIDIK 

ttd 
cap 

Pj. SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

KEPALA DINAS TENAGA KER.Ji\, 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 27 Februari 2023 

MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 27 Februari 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Peraturan Bupati ini mulai berla.cu pada tanggal diundangkan. 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang 
Nomor 61 Tahun 2021 tentang :· edudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi 
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2021 Nomor 611, clicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 
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EKO ADI SANTOSO, :~,H., M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19680908 19980:1 1 003 

--·-~ 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PCMALANG, 

MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

Garis hirarki 
Garis koordinasi 

Keterangan: 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I I I 
I I I 

Kelom pok Jabatan 
Fungsional 

r·F-----·--- --_J~~- 
~KTORAT lNSPEKrORAT 
~BANTU I PE:vmA'i [l D 

I 

i;J>EKTUR 

I 
I 
I 
I 
I 
I SEKRETARIAT ,-------- 
I I 
I ,~-------~-----~1 I 
I 
I SUBFlAGIAN SUBBAGIAN 
I PROGRAM.KEUANGAN EVALU'\Sl DAN 
I DAN UMUM PELA PO RAN 
I 
I 

---' ------~,------------h 

J INSPEKTORAT INSPEKTORAT 

PEMBANTU III PEMBANTU 
KHU SUS 

I I 

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT 
KABIJPATEN PEMALANG 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 3 TAHUN 2 23 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSCJ\AN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA 
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG 
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B. Sekretaris 
Sekretaris mernpunyai ur aian tugas sebagai berikut: 
1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan 

dokumen perencanaan. 
2. mengoordi asikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Ker a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) lnspektorat dengan mengacu pada Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RP.JMDj. 

3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program 
dan kegiatan. 

A. Inspektur 
Inspektur mempunyai urai an tugas sebagai berikut: 
1. menetapkan Rencana t:>trategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

Inspektorat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) dan Rencana Per ibangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). 

2. merumuskan usulan Re ncana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis 
(Renstra) dan Rcncana Kerja (Renja) Inspektorat. 

3. merumuskan kebijakan teknis Inspektorat sesuai dengan program dan 
kegiatan. 

4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan 
dan pengawasan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

5. merumuskan inovasi daerah Inspektorat berdasarkan hasil analisa dan 
atau pemanfaatan teknologi. 

6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan 
Inspektorat sesuai kebutuhan pelayanan publik. 

7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat 
sesuai dengan unsur SFIP. 

8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program 
dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA). 

9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan lnspektorat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang 
telah ditetapkan. 

10. merumuskan laporan di bidang pembinaan dan pengawasan berdasarkan 
data dan analisa. 

11. melaksanal an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

URAIAN TUGAS 
PADA INSPEK'l'ORA..T KABUPATEN PEMALANG 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR .3 TAHUN 2023 
TENTANG KEDUDUKAN, SUS 'NA!\ ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA 
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG 
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B. l. Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum 
Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
1) merenc nakan program dan kegiatan pada Subbagian Program, 

Keuangan dan Umurn. 
2) menyus n usulan : encana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat dengan mengacu pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3) mengelola data urusan pemerintahan bidang pembinaan dan 
pengawasan melalui sistem informasi pembangunan daerah. 

4) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang 
meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen 
pertanggungjawa bar. lainnya, 

5) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan 
pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan. 

6) menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan 
Tahunan (PKPT). 

7) mengelola adminis1.rasi umum, kehumasan, kerumahtanggaan, 
ketatalaksanaan, dan administrasi kepegawaian. 

8) melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai 
surat pertanggungjawaban keuangan. 

9) menyusun korisep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang 
meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya. 

4. menyelengga akan program clan kegiatan Subbagian Program, Keuangan 
dan Umum serta Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai 
dengan Undang-Un ang Keterbukaan Informasi Publik. 

6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
Inspektorat sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP). 

7. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 
8. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi 

permasalahan dan analisa. 
9. mengoordinasikan konsep inovasi daerah. 
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan 
yang telah ditetapkan. 

11. mengoordinasikan penyusunan laporan lnspektorat berdasarkan hasil 
laporan. 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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B.2. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
1) merencanakan program dan kegiatan pada Subbagian Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai deigan dokumen perencanaan. 
2) memfasilitasi dan mengadministrasi tindak lanjut hasil temuan 

pengawasan sesuai dengan inventarisasi hasil temuan. 
3) menyusun konsep rancangan pelaksanaan kegiatan monitoring dan 

evaluasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan. 
4) menginventarisasi konsep rancangan pelaksanaan pemutakhiran 

data hasil pemerikssaan melalui penyusunan Iktisar Laporan Hasil 
Pengawasan (ILHP), kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 
Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) sesuai dengan prosedur 
pengawasan. 

5) menyusun konsep rancangan pelaksanaan rrusiasr kerjasama 
pengawasan serta statistik hasil pengawasan sesuai dengan potensi 
dan kebutuhan. 

6) melaksanakan evalrasi terhadap temuan hasil pengawasan secara 
berkala sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan. 

7) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa. 

8) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di 
lingku gan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan 
rencana program clan kegiatan yang telah ditetapkan. 

9) menyusun bahan la poran lnspektorat berdasarkan hasil laporan. 
10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Evaluasi dan 

Pelaporan secara efektif. 
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

10) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuit s (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan 
pedoman pengelolaan keuangan daerah. 

11) melaks nakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai 
dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

12) menyiapkan bahar inovasi Subbagian Program, Keuangan dan 
Umum berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa. 

13) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Subbagian Program, Keuangan dan Umum sesuai 
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

14) menyusun bahan Japoran Inspektorat berdasarkan hasil laporan 
sebagai informasi den pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

15) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Program, 
Keuangan dan Umurn secara efektif. 

16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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C. Inspektur Pembantu [ 
Inspektur Pembantu [ mernj unyai uraian tugas sebagai berikut: 
1. merencanakan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu I. 
2. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengawasan pada 

Inspektorat Pem ban tu I. 
3. mengoordinasikan perumusan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindunga masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, pernberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian 
penduduk clan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, 
kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri serta kecamatan dan kelurahan. 

4. mengoordinasikan perericanaan program pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksana tuga s dan fungsi Pemerintahan Desa, Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), clan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, pernbcrdayaan masyarakat dan desa, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, 
kebudayaan, tenaga kerja , transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri serta kecamatan dan kelurahan. 

5. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 
dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, 
kesehatan, etentraman clan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat, sosial, pem berdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
pertanahan, administre.si kependudukan dan pencatatan sipil, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, kej.emudaan dan olah raga, kebudayaan, tenaga 
kerja, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta 
kecamatan dan kelurahan. 

6. mengoordinasikan pens.awasan keuangan dan kinerja terhadap 
Pemerintahan Desa, Sadan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat 
Daerah yang rnenyelcnggarakan urusan pendidikan, kesehatan, 
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, 
administrasi kependud ikan dan pencatatan sipil, pemberdayaan 
masyarakat dan desa, perigendalian penduduk dan keluarga berencana, 
kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, 
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta kecamatan dan 
kelurahan. 
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7. mengoordinasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, administrasi 
kependudukan dan pcncatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan 
desa, pengendalian penclucluk dan keluarga berencana, kepemudaan dan 
olah raga, kebudayaan .enaga kerja, transmigrasi, kesatuan bangsa dan 
politik dalam negeri serta kecamatan dan kelurahan. 

8. mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan terhadap pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pendidikan, ke sehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, pernoerdayaan masyarakat dan desa, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, 
kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri serta kecarnatan dan kelurahan. 

9. Kecamatan, kelurahan, Pernerintahan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) sebagaimana dimaksud angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, 
angka 7, dan angka H mehputi Kecamatan Taman termasuk Kelurahan, 
Pemerintahan Desa, clan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 
lingkup wilayah Kecamatan tersebut. 

10. melaksanal an pernantauan secara kontinyu atas progres pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan oleh Tim dalam lingkup Inspektur Pembantu 
I. 

11. melaksanakan penyu sunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup 
Inspektur Pembantu I. 

12. mengoordi asikan pe mantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu I. 

13. melaksanakan evaluas. atas hasil pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawass,n internal, Inspektorat Daerah Provinsi, dan BPK 
RI dalam lingkup lnspcktur Pembantu I. 

14. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemerinta lainnya dan/atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH) 
dalam lingkup Inspektur Pembantu I. 

15. menginventarisasi konsep rancangan pelaksanaan pemutakhiran data 
hasil pengawasan melalui kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 
Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dalam lingkup Inspektur 
Pembantu I sesuai dengan prosedur pengawasan. 

16. mengoordmasikan penugasan Tim. 
1 7. menyusun konsep inovasi Inspektorat Pembantu I. 
18. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu I. 
19. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu I. 
20. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu I. 
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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D. Inspektur Pembantu Il 
Inspektur Pembantu II merrnunyai uraian tugas sebagai berikut: 
1. merencanakan program lan kegiatan Inspektorat Pembantu II. 
2. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengawasan pada 

Inspektorat Pembantu II. 
3. mengoordinasikan perumusan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), dan Pcrangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat clan kawasan 
permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha 
kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan, perikanan, pariwisata, 
pertanian, energi dan samber daya mineral, perdagangan, perencanaan, 
penelitian dan pengembangan, perindustrian, kecamatan dan kelurahan. 

4. mengoordinasikan perencanaan program pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksana tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintahan Desa, Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan 
kawasan perrnukiman , pangan, lingkungan hidup, perhubungan, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, penanarnan modal, perizinan, 
perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, 
perdagangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, perindustrian, 
kecamatan dan kelurahan. 

5. mengoordinasikan pi.: laksanaan pengawasan fungsional terhadap 
penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD1, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman, pangan, lingkungan hid up, perhubungan, koperasi, usaha 
kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan, perikanan, pariwisata, 
pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perencanaan, 
penelitian dan pengern bangan, perindustrian, kecamatan dan kelurahan. 

6. mengoordinasikan per.gawasan keuangan dan kinerja terhadap Badan 
Usaha Milik Daerah IBUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 
Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan 
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan 
hidup, pe hubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanarnan 
modal, perizinan, perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber 
daya mineral, perdagangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
perindustrian, kecamatan dan kelurahan. 

7. mengoordmasikan perigawasan terhadap penyelenggaraan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 
Pemerintahan Desa, Eadan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan 
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan 
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hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman 
modal, perizinan, perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber 
daya mineral, perdagangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
perindustrian, kecamatai dan kelurahan. 

8. mengoordinasikan periyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), Badan Layana .. n Umurn Daerah (BLUD), Pemerintahan Desa, 
Badan Us ha Milik .iesa (BUMDes), dan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan uni san pekerjaan umum dan pena.taan ruang, 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, 
perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, 
perizinan, perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya 
mineral, perdagangan , perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
perindustrian, kecamatan dan kelurahan. 

9. Kecamatan, kelurahan, Pemerintahan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) sebagaimana dimaksud angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, 
angka 7, dan angka 8 meliputi Kecamatan Ampelgading, Kecamatan 
Comal, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami termasuk 
Kelurahan, Pernerintahan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
dalam lingkup wilayah Kecarnatan tersebut. 

10. melaksanakan pemantauan secara kontinyu atas progres pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasa.n oleh Tim dalam lingkup Inspektur Pembantu 
II. 

11. melaksanakan penyu. . .:una.n laporan hasil pengawasan dalam lingkup 
Inspektur Pern ban tu lI. 

12. mengoordinasikan pernantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu II. 

13. melaksanakan evaluasi atas hasil pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan internal, Inspektorat Daerah Provinsi, dan BPK 
RI dalam lingkup Inspcktur Pembantu II. 

14. kerja sama pelaksariaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah lainnya clan/atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH) 
dalam lingkup In spektur Pembantu II. 

15. menginventarisasi konsep rancangan pelaksanaan pemutakhiran data 
hasil pengawasan melalui kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 
Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dalam lingkup Inspektur 
Pembantu II sesuai dengan prosedur pengawasan. 

16. mengoordinasikan per.ugasan Tim. 
17. menyusun konsep inovasi Inspektorat Pembantu II. 
18. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu II. 
19. mengeva1uasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu II. 
20. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu II. 
21. melaksanakan tugas · .edinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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E. Inspektur Pembantu III 
Inspektur Pembantu Ill mernpunyai uraian tugas sebagai berikut: 
1. merencanakan program clan kegiatan Inspektorat Pembantu III. 
2. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengawasan pada 

Inspektorat Pembantu JIJ. 
3. mengoordinasikan perumusan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap Pernerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, 
kearsipan, keuangan dan aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, kecamatan dan kelurahan. 

4. mengoordinasikan percncanaan program pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksana tugas clan fungsi Pemerintahan Desa, Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan komunikasi dar. informatika, statistik, persandian, perpustakaan, 
kearsipan, keuangan clan aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, kecamatan dan kelurahan. 

5. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sadan Usaha Milik Desa (BUMDes), 
dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan 
informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, keuangan 
dan aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, kecarnatan dan kelurahan. 

6. mengoordinasikan pengawasan keuangan dan kinerja terhadap 
Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat 
Daerah yang rnenyelcnggarakan urusan komunikasi dan informatika, 
statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, keuangan dan aset, 
kepegawaian, perididikan dan pelatihan, Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, kecamatan dan kelurahan. 

7. mengoordinasikan pen gawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Ba an U saha Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika statistik 

' ' persandia , perpustakaan, kearsipan, keuangan dan aset, kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
kecamatan dan kelurahan. 

8. mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan komunikasi clan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, 
kearsipan, keuangan dan aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 
Sekretariat Daerah, Se kretariat DPRD, kecamatan dan kelurahan. 

9. Kecamatan, kelurahan, Pemerintahan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) sebagaimr ta dimaksud angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, 
angka 7, dan angka 8 meliputi Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan 
Belik, Kecamatan Ilodeh, Kecamatan Moga, Kecamatan Pemalang, 
Kecamatan Pulosari, J<ecamatan Randudongkal, Kecamatan Warungpring, 
dan Kecamatan Watukumpul termasuk Kelurahan, Pemerintahan Desa, 
dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam lingkup wilayah 
Kecamatan tersebut. 
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F. lnspektur Pembantu Khusus 
Inspektur Pembantu Khusus mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
1. merencanakan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu Khusus. 
2. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengawasan pada 

Inspektorat Pembantu Khusus; 
3. merumuskan kebijak an teknis pembinaan dan pegawasan pada 

Inspektor t Pernbantu Khusus. 
4. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah bidang 
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan koordinasi 
pencegahan tindak pidana korupsi. 

5. mengoordinasikan pengawasan keuangan dan kinerja terhadap 
Pemerintahan De sa dan Perangkat Daerah bidang pengawasan 
pelaksanaan program reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan 
tindak pi ana korupsi 

6. mengoordinasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa dan Perangkat Daerah bidang pengawasan pelaksanaan program 
reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

7. mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan terhadz.p penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
Perangkat. Daerah bidang pengawasan pelaksanaan program reformasi 
birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. 

8. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu. 

10. melaksanakan pemantat.an secara kontinyu atas progres pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan oleh Tim dalam lingkup Inspektur Pembantu 
III. 

11. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup 
Inspektur Pembantu 111. 

12. mengoordinasikan pernantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu III. 

13. melaksanakan evaluasi atas hasil pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan internal, lnspektorat Daerah Provinsi, dan BPK 
RI dalam lingkup Inspektur Pembantu 111. 

14. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah lainnya dan/ atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH) 
dalam lingkup Inspektur Pembantu III. 

15. menginventarisasi kons.ep rancangan pelaksanaan pemutakhiran data 
hasil pengawasan melalui kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 
Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dalam lingkup lnspektur 
Pembantu III sesuai de.r gan prosedur pengawasan. 

16. mengoordinasikan pern.gasan Tim. 
1 7. menyusun konsep inovasi Inspektorat Pembantu III. 
18. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu III. 
19. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu III. 
20. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu III. 
21. melaksanakan tugas kc dinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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9. melaksanakan audit invcstigasi, audit penghitungan kerugian keuangan 
negara (PKKN), dan probity audit. 

10. melaksanakan tindak lar-jut hasil supervisi instansi vertikal atas laporan 
indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan 
negara/ daerah. 

11. pengoordinasian dan pe. aksanaan penanganan pengaduan masyarakat, 
informasi media, dan curren. issues atas kegiatan yang terindikasi adanya 
tindak pidana korupsi dan/ a tau berpotensi menimbulkan kerugian 
keuangan negara/ daerah. 

12. melaksanakan periangar.an penyelesaian kerugian negara/ daerah. 
13. melaksanakan penanganan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti 

rugi (TPTG R). 
14. melaksanakan koordinasi pengawasan pelaksanaan program reformasi 

birokrasi, p ncegahan tindak pidana korupsi, dan penegakan integritas. 
15. melaksanakan koordinz.si pengawasan terhadap kepatuhan LHKPN dan 

LHKASN. 
16. melaksanakan verifikas: LHKPN dan LHKASN. 
17. mengoordinasikan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

dan penganggaran berbasis gender. 
18. mengoordinasikan pels.ksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan 

Liar, pengendalian g c tifikasi, pelaporan pelanggaran (whistleblowing), 
sosialisasi anti korupsi, strategi nasional pemberantasan korupsi, dan 
Monitoring Center [or Prevention (MCP) KPK. 

19. mengoordinasikan pernantauan dan/atau evaluasi Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes). 

20. melaksanakan pemantauan secara kontinyu atas progres pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan oleh Tim dalam lingkup Inspektur Pembantu 
Khusus. 

21. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup 
Inspektur Pembantu Knusus. 

22. mengoordinasikan pernantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Khusus. 

23. melaksanakan evaluasi atas hasil pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut basil pengawas,3n dalam lingkup Inspektur Pembantu Khusus. 

24. kerja ~ama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemermtah lainnya clan/atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH) 
dalam lingkup lnspektur Pembantu Khusus. 

25. me~ginventarisasi konsep rancangan pelaksanaan pemutakhiran data 
hasil pengaw~san melalui kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 
Rapat Koordmasi Peng~wasan (Rakorwas) dalam lingkup Inspektur 
Pembantu Khusus se suai dengan prosedur pengawasan. 

26. mengoordinasikan pe:1Jugasan Tim 
27. menyusun konsep inovasi Inspektorat Pembantu Khusus 
28. mengoordinasikan pdak3anaan tugas p d I k 

. · · a a nspe torat Pembantu Khusus. 

29. mengevaluasi pe1aksanaan tugas pada Jnspektorat Pembantu Khusus. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG, 
--; <.,.., ,, _ 

~ AD! SANTOS; SH., M.Kn 
/ Pembina Tingkat I 

NIP. 19680908 199803 1 003 

MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

30. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Inspektorat Pembantu 
Khusus. 

31. melaksanakan tugas ked:nasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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